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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kabupaten Nunukan 

a. Geografi 

57 

Kabupaten Nunukan terletak an tara 115°33, sampai dengan 118°3 

Bujur Timur dan 3°15,00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara 

merupakan wilayah paling utara dari provinsi Kalimantan Utara. Posisinya 

yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan 

Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas 

antara Negara. Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan 

langsung dengan Negara Malaysia Timur - Sabah, sebelah Timur dengan 

laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten 

Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung (KTT), sebelah Barat berbatasan 

Langsung dengan Negara Malaysia Timur- Serawak dan Sabah. 

Kabupaten yang berdiri pada 12 Oktober Tahun 1999 merupakan 

hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.247,50 KM2
. 

Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 29 pulau. Sungai terpanjang adalah 

Sungai Sembakung dengan Panjang 278 km sedangkan sungai Tabur 

merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. pada kawasan bagian 

Barat sebelah Selatan tepatnya Kecamatan Lumbis Ogong sampai dengan 

Kecamatan Krayan Induk dan Kecamatan Krayan Selatan hingga bertemu 
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dengan perbatasan Kabupaten Malinau terdapat Taman Nasional Kayan 

Mentarang (TNKM) yang merupakan jan tung dan paru-paru dunia. 

Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan hutan alam mum1 

yang belum disentuh oleh perambah hutan dan illegal loging dan menjadi 

Taman Nasional Kebanggaan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan dan 

Kabupaten Malinau.dengan luas 1.200.000 ha. TNKM menyimpan berbagai 

macam jenis hayati flora dan fauna, telah ditemukan lebih kurang 500 jenis 

anggrek ( orchidaceae) dan beberapa jenis kantong semar (Nepenthaceae ), 

25 jenis rotan, 210 jenis burung, 33 jenis amphibian dan 43 jenis ikan 

berhasi1 diidentifikasi. Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, 

kawasan perbukitan terjal terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan 

sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur 

memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah 

utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m- 3.000 m di 

atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 

8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang 

sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata 

berkisar antara 0 - 50%. 

b. Penduduk 

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2014 berjurnlah 181.245 

jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,42 jiwa/Km2
. Pertumbuhan 

ini boleh sebagai dampak keberhasilan pembangunan atau bo1eh juga 
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sebagai dampak kepulangan TKI dari luar negeri. Factor lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai 

fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, dibukanya lapangan kerja di 

sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan 

batu bara. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan 

pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran 

penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata, 

sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok 

antar kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan 

Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 345,61 

jiwa/Km2 diikuti oleh Kecamatan Sebatik Timur dengan kepadatan 301,10 

jiwa/Km2
. Sedangkan untuk kecamatan lainnya kepadatan penduduk yang 

ada hanya berkisar antara 1,20- 144,81 jiwa/Km2
. 

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat 

bahwa tahun 2014 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih 

lebih banyak dibanding dengan perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis 

kelamin, artinya pada setiap 100 orang perempuan 114 orang laki-laki. 

c. Potensi Sumberdaya Hutan 

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 Km2 memiliki 

kawasan hutan yang cukup luas yaitu 9 .594, 94 Km2 atau setara dengan 

63,54% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan. Luasnya kawasan hutan 

tersebut tentunya mengandung sejumlah potensi sumber daya hutan. Potensi 
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sumber daya hutan yang dimiliki Kabupaten Nunukan akan menjadi modal 

dasar bagi pembangunan daerah. Hutan selain berfungsi sebagai penyangga 

lingkungan dan fungsi hidrologis juga mempunyai fungsi ekonomi yang 

penting dalam rangka menghasilkan devisa negara. 

Kawasan hutan yang sangat luas tersebut memiliki potensi sumber 

daya hutan yang sangat melimpah baik berupa kayu maupun hasil hutan 

ikutan lainnya seperti ; rotan, damar, gaharu, sarang burung, madu dan 

lainya. Pemanfaatan hasil hutan telah memberikan hasil yang nyata bagi 

pendapatan daerah Kabupaten Nunukan. Pembangunan sektor kehutanan 

mencakup semua bentuk dan upaya untuk memafaatkan dan memantapkan 

fungsi sumberdaya alam hutan dan sumber daya hayati lain serta 

ekosistemnya. Fungsi tersebut adalah sebagai pelindung system penyangga 

kehidupan dan fungsi pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai 

sumberdaya penggerak pembangunan. Dengan demikian pembangunan 

sektor kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social, baik di dalam kawasan 

hutan maupun masyarakat di sekitar hutan. 

Hutan sebagai sumberdaya alam perlu ditingkatkan dan 

disempurnakan pengelolaannya agar memberikan manfaat yang seb~sar­

besamya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga keseimbangan 

lingkungan hidup. Selain itu kegiatan kehutanan perlu memperhatikan tata 

guna hutan, usaha perlindungan flora dan fauna, laban kritis, hutan tanaman 

industri serta aspek penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. Maksud dari 
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basil hutan dapat berupa kayu maupun non kayu. Setiap wilayah hutan 

mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, 

topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. 

Mendasarkan pada karakteristik khusus pada hutan tersebut, manusia dapat 

memanfaatkan sumberdaya hutan yang terkandung di dalamnya, terutama 

pada kawasan hutan produksi. Pemanfaatan hutan ini bertujuan untuk 

memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat 

dengan tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Total kawasan hutan 

yang dapat di manfaatkan adalah sekitar 408.068 ha yang tersebar pada 15 

wilayah administrasi kecamatan. 

Luas kawasan hutan Kabupaten Nunukan sebesar 931.539 ba tidak 

seluruhnya merupakan kawasan butan yang dapat dimanfaatkan atau 

diambil basil butannya untuk berbagai kepentingan pembangunan. 

Berdasarkan kondisi dan keragaman tipologi kawasan hutan maka sumber 

daya buta Kabupaten Nunukan dibagi ke dalam 5 (lima) zonasi kawasan 

butan berdasarkan fungsi kawasan. Kelima fungsi kawasan butan tersebut 

adalah ; butan lin dung (HL ), butan produksi (HP), hutan produksi terbatas 

(HPT), butan produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan hutan kawasan 

swaka alam (KSNKPA). Dari lima fungsi kawasatl butan yang ada maka 

kawasan butan yang dapat dimanfaatkan untuk dikelola dan diambil basil 

butannya maupun untuk berbagai aktivitas pembangunan adalah kawasan 

butan produksi, kawasan butan produksi terbatas, kawasan hutan produksi 

yang dapat dikonversi dan kawasan areal pembangunan lain. 
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d. Pertanian dan Peternakan 

Luas laban sawab setiap tahun cenderung mengalami kenaikan dari 

tabu ke tabun. Namun luas sawb pemab mengalami penurunan drastis oleb 

karena adanya koreksi pengukuran ulang luas laban sawab dengan 

menggunakan global positioning system (GPS). Atas penggunaan alat 

tersebut maka luas sawab di masing-masing kecamatan mengalami 

penurunan. Adapun luas sawah di Kabupaten nunukan adalab 17.194 ba. 

Kecamatan yang memiliki luas laban sawab terbesar adalab Kecamatan 

Krayan lnduk dan Krayan Selatan. Maka untuk Kabupaten Nunukan yang 

disebut sebagai lumbung padi adalab Kecamatan Krayan dan Kecamatan 

Krayan Selatan. Namun oleb karena sulitnya sarana transportasi maka basil 

panen padi sawab dua kecamatan tersebut tidak dapat di pasarkan ke 

wilayab Kabupaten Nunukan melainkan dipasarkan ke wilayab Serawak, 

Malaysia dan wilayab Brunei Darusalam. 

2. Hutan Kota Pagun Benua 

Hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan dibangun sejak tahun 

2007 yang diselenggarakan oleb Dinas Kebutanan dan Perkebuan 

Kabupaten Nunukan., Pembangunannya dimulai dari nol, artinya dimulai 

dari laban kosong yang tidak bervegatasi bahkan sebagian adalah bekas 

gusuran yang sangat kurus akan unsur hara, sampai menjadi butan kota 

seperti yang ada sekarang ini. 
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Penunjukan lokasi lahannya sebagai hutan kota adalah berdasarkan 

keputusan Bupati Nunukan Nomor : 383 Tahun 2011 tentang Penunjukan 

Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan 

Selatan Seluas 3,9 hektar Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. 

Dalam perencanaan pembangunannya hutan kota pagun benua ini belum 

disebutkan secara spesiftk apa tipe hutan kota tersebut dan tujuan 

pembangunannya adalah memaksimalkan fungsi hutan kota yaitu fungsi 

ekologis sebagai tempat berlidung dan berkembangbiak berbagai jenis 

burung, mamalia, reptile dan serangga, sebagai pengatur iklim mikro, serta 

fungsi sosial ekonomis sebagai tempat rekreasi dan periwisata, ruang 

terbuka hijau dan fungsi edukasi yaitu sebagai tempat penelitian dan 

pendidikan. 

Perencanaan pembangunan hutan kota pagun benua ini juga tidak 

disusun berasarkan kajian-kajian khusus seperti kajian dari aspek teknis, 

aspek ekologis, aspek ekonornis dan aspek sosial dan budaya setempat, 

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor : P.?l/Menhut-II/2009 pasal 12 ayat (3), yaitu 

berdasarkan kajian dari : 

a. Aspek teknis, yang meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit dan 

teknologi; 

b. Aspek ekologis, yaitu meliputi keserasian hubungan antara manusia 

dengan lingkungan alam kota; 
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c. Aspek ekonomis, yang berkaitan dengan biaya dan manfaat yang 

dihasilkan; 

d. Aspek sosial dan budaya setempat, yang dimaksud adalah 

dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta 

budaya setempat. 

Walaupun dalam perencanaan pembangunannya belum melalui 

kajian-kajian sebagaimana dimaksudkan di atas, bila ditinjau atau dikaji dari 

aspek teknis, ekologis, ekonomis dan aspek sosial dan budaya setempat 

secara umum maka hal ini tentu dapat memenuhi semua persyaratan dari 

aspek-aspek tersebut di atas. 

Berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh dari informan­

informan yang ada dan studi literatur bahwa hutan kota pagun benua 

kabupaten Nunukan sampai dengan saat ini belum juga dilakukan 

penetapannya dengan Peraturan Daerah (Perda). Keterangan dari Kepala 

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Laban Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan melalui salah satu staf Seksi RHL bahwa penetapan 

hutan kota pagun benua dengan perda tidak perlu lagi, karena penunjukan 

lokasi hutan kota sudah dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan, legal 

formal hutan kota pagun benua sudah sangat kuat secara hukum. Hal senada 

juga sampaikan oleh Kepala Bidang Kehutanan, di mana dengan adanya 

penunjukan lokasi arealllahan sebagai hutan kota oleh Bupati melalui surat 

keputusan Bupati, maka status hutan kota secara hukum sudah kuat, 

sehingga tidak begitu penting lagi untuk diatur dan ditetapkan dengan perda. 
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Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 383 Tahun 2011 tanggal 27 

April 2011, perihal Hutan Kota Pagun Benua dan Peta lokasi hutan kota 

Pagun Benua Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada lampiran. 

3. Landasan Pembangunan Hutan Kota 

Ketentuan peraturan yang menjadi landasan dalam pembangunan 

berkelanjutan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia, antara lain 

adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di 

mana secara tersirat mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan yang dapat menjamin kelangsungan dan kesejahteraan 

generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Pembangunan 

berkelanjutan akan dapat dicapai dengan mensinergikan, mengintegrasikan 

dan memberi porsi yang sama terhadap tiga aspek utama pembangunan, 

yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. 

Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah 

melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berarti 

bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak 

mengganggu fungsi ekologinya, hidrologi dan estetikanya. Oleh karena itu 

setiap keputusan pembangunan seharusnya sudah melaui pertimbangan 

berbagai hal yang menyangkut aspek-aspek lingkungan hidup, sehingga 

hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi 

peningkatan kualitas hidup manusia. 
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Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam 

wilayah perkotaan dapat terwujud dengan memperhatikan pemanfaatan 

unsur-unsur utama dalam lingkungan hidup seperti air, udara, tanah dan 

ruang. Penggunaan unsur-unsur utama lingkungan tersebut dalam 

pembangunan harus memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial 

budaya dan aspek lingkungan hidup, sehingga kualitas lingkungan ruang di 

suatu wilayah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Salah satu kebijakan nyata pemerintah dalam mewujudkan kualitas 

ruang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di wilayah perkotaan 

adalah melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di 

wilayah perkotaan. Dalam Pasal 1 butir 31 Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberi pengertian Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelonpok yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang 

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

Keberadaan kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) di suatu wilayah 

perkotaan adalah upaya untuk menjamin kualitas lingkungan yang baik di 

suatu wilayah. Sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka keberadaan RTH diperlukan 

untuk menjamin kesinambungan ekosistem kota, baik keseimbangan system 

hidrologi dan sitem mikroklimat maupun system ekologis lainnya, yang 

selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara segar yang diperlukan 

masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) juga 

menyebutkan 23 jenis R THKP yang meliputi ; taman kota, taman wisata 

alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman 

lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan 

kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, 

eagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah 

raga, lapangan upacara, parkir terbuka, laban pertanian perkantoran, jalur di 

bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, 

bangunan, situ dan rawa, jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta 

api, pipa gas dan pendestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga 

(buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden). Dengan adanya 

kebijakan ini rnampu merevitalisasi fungsi-fungsi sarana umum menjadi 

lebih berdaya guna dan memberi manfaat yang besar terhadap pelestarian 

lingkungan hidup. 

B. Penyajian Data 

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditetapkan dalam 

metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. lmplementasi Rutan Kota Di Kabupaten Nunukan 

lnforman 1, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Nunukan Bpk. Ir. Yopie F. Wowor, menyampaikan bahwa Rutan kota 

adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak 
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dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah 

hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Hutan kota sangat penting untuk 

diselenggarakan karena memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi 

kehidupan manusia dan satwa. 

Tujuan pembangunan hutan kota adalah untuk kelestarian, 

keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi 

lingkungan hidup, sosial dan budaya. Misalnya untuk pelestarian plasma 

nutfah terutama jenis ulin, agar kelak anak-anak sekolah tidak kesulitan 

untuk melihat jenis tanaman ulin yang merupakan jenis kayu kelas a wet dan 

kuat I, yang adalah jenis asli daerah ini. Selain itu yang tidak kalah penting 

adalah sebagai tempat tinggal bagi satwa liar seperti moyet panjang hidung 

(bekantan) yang ada disekitar hutan kota. 

Fungsi dan manfaat hutan kota antara lain adalah untuk keindahan 

kota, agar kota kelihatan hijau, untuk pendidikan anak-anak sekolah 

terutama jurusan biologi dan anak-anak pramuka, mengurangi peningkatan 

suhu udara, mengurangi pencemaran, mencegah penurunan air tanah dan 

mencegah terjadinya banjir, dan banyak manfaat lainnya. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan telah menyelenggarakan sebuah hutan kota yang 

berlokasi di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, yang 

diberi nama hutan kota pagun Benua dengan luas 3.9 Ha. Tentu ini masih 

kecil dibanding dengan luas wilayah Kabupaten Nunukan, dan perlu untuk 

terus ditata, dipelihara dan dikembangkan agar dapat memenuhi fungsi dan 
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manfaatnya sebagai hutan kota, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh 

seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. 

Hutan kota pagun benua ini dalam penyelenggaraannya baru 

sampa1 pada tahap penunjukan lokasi dan luas hutan kota oleh Bupati 

Nunukan. Untuk eksistensi dan keberlanjutan hutan kota pagun benua ini 

semestinya dilanjutkan sampai pada penetapan dengan peraturan daerah 

(perda), akan tetapi hal ini belum terwujud. Sebagai pimpinan saya sudah 

sarankan kepada bidang yang menangani untuk melanjutkan tahapan ini 

sampai ke penetapan dengan perda, berkoordinasi dengan Bagian 

Organisasi, Bagian Hukum dan lembaga-lembaga teknis terkait, akan tetapi 

sampai saat ini belum juga terlaksana. Saya tidak tabu apa masalahnya pada 

hal ini sangat penting mengingat sewaktu-waktu Keputusan Bupati dapat 

saja berubah sesuai kepentingan daerab atau kebijakan Bupati sebagai 

Kepala Daerah. Hal ini menjadi kekuatiran saya jika tidak lagi di Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan, apabila tidak diperhatikan dan diperjuangkan, 

maka eksistensi hutan kota dapat terancam keberadaannya. Jika demikian 

dana pembangunan yang sudah cukup banyak kita kucurkan ke hutan kota 

pagun benua menjadi mubazir dan sia-sia. 

Informan 2, Kepala Bidang Kehutanan Bpk. Ir. Bastiang memberi 

Pengertian Hutan kota adalah suatu hamparan laban yang bertumbuhan 

pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada 

tanab negara maupun tanab hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Tujuan 

pembangunan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan 
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keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi lingkungan hidup, sosial 

dan budaya. Sedangkan fungsi hutan kota antara lain adalah mengurangi 

peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran, mencegah penurunan air 

tanah dan mencegah terjadinya banjir. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan telah membangun hutan kota pagun benua Nunukan Selatan 

seluas 3,9 ha. Pagun artinya hutan dan benua artinya daerahltempat 

tinggal/pemukiman penduduk. Inilah implementasi kebijakan hutan kota 

yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan oleh Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nunukan. Segala daya dan upaya telah dilakukan 

namun belum mencapai hasil yang optimal, belum banyak fasilitas hutan 

kota yang telah dibangun. Hanya ada satu pondok kerja berikut WCnya, 

alat-alat kerja, mesin penyedot air untuk penyiraman serta pemagaran 

keliling hutan kota dengan pagar kawat berduri dan tiang kayu ulin dan 

tiang besi siku. Pihak penyelenggara pemah mengajukan anggaran untuk 

pengadaan sarana jogging track, gazebo, dan fasilitas umum lainnya, tetapi 

tidak terealisasi oleh pengambil keputusan. Sehingga sampai saat m1 

rancana pengadaan sarana prasarana tersebut belum ditindaklanjuti lagi. 

Pemanfaatan Huian kota pagun benua oleh masyarakat Kabupaten 

Nunukan sudah ada namun masih relatif terbatas. Hutan kota pagun benua 

dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain sebagai tempat kemping keluarga, 

dan kemping anak-anak sekolah. Juga telah digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan "Hari Menanam Pohon" Nasional Tahun 2013 dan 2015. 
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Perayaan OBIT tingkat Provinsi Kalimantan utara, pertama kali diadakan di 

Kabupaten Nunukan, dan lokasinya di hutan kota. 

Informan 3, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 

melalui Staf RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan 

Bp. Kriswahyudiharjo, A Md, juga mendefinisikan Hutan kota sebagai 

suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan 

rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak 

yang ditetapkan sebagai hutan kota. Pembangunan hutan kota bertujuan 

untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang 

meliputi lingkungan hidup, social dan budaya. Fungsi hutan kota antara lain 

adalah mengurangi peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran, 

mencegah penurunan air tanah dan mencegah terjadinya banjir. 

Seperti telah disampaikan oleh informan 1 dan 2, Beliau juga 

senada mengatakan bahwa implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten 

Nunukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan barn hutan kota pagun benua kecamatan Nunukan 

Selatan dengan luas 3,9 ha. Penunjukan lokasinya oleh Bupati Nunukan 

melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011, tanggal 27 

April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan 

Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan 

Kota di Kabupaten Nunukan. Dengan ditunjuknya lokasi hutan kota pagun 

benua melalui keputusan Bupati, maka tidak perlu lagi ditetapkan dengan 

Perda karena keputusan Bupati sudah sangat kuat. 
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Akan tetapi kedepannya, untuk mempertahankan eksistensi hutan 

kota perlu ditetapkan dengan perda, yang dapat mengatur mengenai 

pengelolaan dan pemanfaatannya sebagai payung hukumnya. Karena tidak 

menutup kemungkinan akan dibangun lagi hutan kota di tempat lain di 

wilayah Kabupaten Nunukan. 

Pembangunan hutan kota pagun benua ini dimulai dari nol, yaitu 

dari semak belukar bekas kebun masyarakat yang tanpa tanaman keras atau 

tanaman tahunan sampai di bangun menjadi hutan kota seperti sekarang ini. 

Bentuknya sudah seperti hutan alam dan tajuk pohon-pohonnya juga sudah 

rapat menutupi seluruh laban. Pada saat penanaman dulunya melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat, mulai dari unsur birokrasi seperti muspida, 

anggota Kodim, ormas, LSM, paguyuban dan anak sekolah. Semua lapisan 

masyarakat begitu semangat berpartisipasi walau hanya sekadar menanam 1 

bibit pohon saja. Jadi kontribusi masyarakat kota Nunukan terhadap hutan 

kota cukup besar dan sangat membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

dalam memabngun dan membentuk hutan kota pagun benua. 

Tipe hutan kota pagun benua adalah gabungan dari tipe kawasan 

permukiman dan tipe rekreasi dengan bentuk mengelompok atau kompak. 

Saya belum jelas apakah penunjukan lokasi hutan kota pagun benua sudah 

sesuai dengan RTRW Kabupaten atau tidak. Kami belum memperhatikan 

keterkaitan lokasi hutan kota dengan kesesuaiannya terhadap RTRW 

Kabupaten. 
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Masyarakat turut terlibat dalam pembangunan hutan kota, terutama 

saat penggalian lubang tanam, penanaman dan pemeliharaan. Masyarakat 

sering datang ke hutan kota untuk sekedar jalan-jalan atau minta bibit 

tanaman dan lain-lain sehingga sedikit banyak hal ini dapat menumbuh 

kembangkan ketertarikan masyarakat dengan hutan kota dan mengetahui 

bahwa hutan begitu penting bagi kehidupan manusia dan satwa. Semula 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempekerjakan warga masyarakat sekitar 

hutan kota sebanyak 4 (empat) orang, sekarang hanya tinggal2 (dua) orang 

yang dipertahankan, jadi manfaat langsung hutan kota bagi masyarakat 

sekitar antara lain adalah memberi peluang pekerjaan dan kesempatan 

keija/berusaha. 

Peran serta masyarakat dunia usaha juga tidak kalah penting, yaitu 

memberi bantuan berupa pembuatan label nama-nama pohon yang ada di 

dalam hutan kota pada tahun 2015. Ada beberapa perusahaan pemegang 

IUPHHK yang ada di Kabupaten Nunukan yang ikut berpartisipasi dan 

menyatakan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup khususnya hutan 

kota pagun benua, yaitu perusahaan PT. Inhutani, PT. Nunukan Bara Sukses 

(NBS) dan PT. Karya Jaya Parakawan (KJP) dan KSU. Meranti Tumbuh 

Indah (MTI). 

Pembangunan hutan kota pagun benua tidak seperti hutan kota lain 

yang umumnya sudah bervegatasi dan hanya perlu penataan, akan tetapi 

hutan kota pagun benua dimulai dari nol, artinya praktis tanpa ada tanaman 

pohonnya karena bekas kebun masyarakat. Bahkan sebagian arealnya adalah 
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bekas gusuran sehingga minim unsur hara yaitu pada bagian depan dekat 

jalan raya. Namun sekarang semua sudah tertutupi oleh tajuk-tajuk pohon 

yang sudah lumayan rapat dan besar, bahkan sudah ada pohon yang 

meneapai diameter pangkanya 30 em. 

Jenis-jenis tanaman I pohon yang ditanam bermaeam-maeam, ada 

jenis pohon alam seperti meranti dan ulin, ada juga jenis pohon tanaman 

seperti jati, sengon, mahoni dan lain-lain serta jenis-jenis MPTS seperti 

buah-buahan. Selain pohon-pohon yang memang ditanam, terdapat juga 

pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya seperti akasia dan lain-lain, 

sehingga menambah rapatnya pepohonan di dalam hutan kota pagun benua. 

Daftar jenis-jenis pohonltanaman yang telah kita tanam di dalam 

hutan kota adalah jenis meranti (shorea sp), agathis (agathis alba), jati 

(tectona grandi5), ulin (eusideroxylon zwagerij, mahoni (swietenia 

macrophylla), sengon (paraserianthes fa/cataria), angsana (pterocarpus 

indicw), tanjung (mimosops elengij, trembesi (samanea saman), gmelina 

(gmelina arborea), gaharu (aquilaria malaccensis),akasia (acacia 

auriculiformi5), ketapang (terminalia catappa), kapuk (ceiba petandra), 

karet (hevea braziliensis), pinus (pinus merkusiij, terap (artocarpus 

elasticus) dan MPTS seperti jeruk (citrus reticulata), jambu air (eugenia 

aquea), durian (durio zibethinus), elai (durio kutejensis), eempedak 

(artocarpus champeden), mangga (mangifera indica), nangka (artocarpus 

heterophyllus,), dan rambutan (nephelium lappaceum). Semua pohon yang 

berdiameter 5 em ke atas telah diberi label nama pohon melalui bantuan 4 
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perusahaan yaitu PT. Karya Jaya Parakawan (KJP), PT. Nunukan Bara 

Sukses (NBS) dan PT. lnhutani UMH Kunyit dan KSU. Meranti Tumbuh 

lndah. Data jenis-jenis tanaman dan tahun penanamannya dapat dilihat pada 

lamp iran. 

Pengelolaan hutan kota pagun benua selama ini dilakukan langsung 

oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, dengan 

pempekeijakan 2 (dua) orang tenaga yang khusus untuk menjaga dan 

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan hutan kota pagun benua. Kedua 

tenaga ini diberi upaha bulanan melalui DP A Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nunukan yang selalu terakomodir pada setiap 

tahunnya. Pemanfaatannya belum terbuka luas untuk umum, masih terbatas 

pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti acara kemping anak-anak sekolah, 

kemping keluarga dan kegiatan khusus lainya seperti penanaman OBIT. 

lnforman 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, sependapat dengan apa yang 

disampaikan oleh informan 1, 2, dan 3 bahwa Kabupaten Nunukan telah 

memiliki hutan kota seluas 3,9 ha yang berlokasi di Kelurahan Nunukan 

Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. Letak hutan kotanya juga berada di 

pinggir jalan raya yaitu Jl. Ujang Dewa Sedadap yang merupakan jalan 

pores menuju kantor Bupati Nunukan, sehingga sangat mudah untuk dikenal 

dan dijangkau oleh siapapun. Setiap warga yang melewati jalan ini tentu 

dapat melihat dengan jelas plang atau papan nama hutan kota dimaksud. 

Beberapa informan bahkan sempat ikut dalam kegiatan penanaman 

di hutan kota. Ada yang mewakili instansillembaga, ada yang mewakili 
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organisasi/ormas, ada yang mewakili LSM-nya, ada juga atas nama pribadi 

sebagai tokoh agamaltokoh masyarakat. Semua informan mengatakan 

bahwa keberadaan hutan kota sangat penting artinya untuk sebuah kota, 

terutama untuk keseimbangan ekosisten lingkungan kota, pengatur tata air 

dan mendorong penurunan suhu udara kota serta menyediakan oksigen bagi 

warga kota. Karena fungsi dan manfaatnya yang banyak itu semua informan 

sependapat dan mendukung pembangunan hutan kota untuk terns di galakan 

dan ditingkatkan. Bukan hanya hutan kota pagun benua akan tetapi pada 

areal-areal potensiallainnya yang ada di Kabupaten nunukan ini juga sangat 

perlu untuk dibangun dan ditunjuk sebagai hutan kota, termasuk lahan kritis 

dan lahan tidak produktif lainnya 

Lain halnya dengan informan 5, 6, 9 dan 10, mereka sangat 

bersyukur dengan adanya hutan kota pagun benua. Apa yang disampaikan 

oleh informan 5 dan 6 sangat mendongkrak prestise penulis, di mana 

mereka mengatakan bahwa pemilihan topik/judul penelitian ini sangat bagus 

dan memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan kehidupan warga 

perkotaan I Kabupaten Nunukan di masa yang akan datang. Meskipun 

keduanya bukan warga yang berdomisili di dekat hutan kota dan merasakan 

langsung manfaat dari hutan kota, akan tetapi mereka sangat menyadari 

akan pentingnya kehadiran hutan kota dalam mengatur tata air I persediaan 

air tanah, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup serta 

menurunkan suhu I iklim mikro, terutama untuk kota yang berada di pesisir 

pantai seperti N unukan. 
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Berbeda dengan informan 9 dan 10, mereka sangat bersyukur 

dengan adanya hutan kota, karena mereka mendapat pekerjaan dan rezeki 

dari hutan kota di mana mereka di percayakan sebagai penjaga dan petugas 

pemeliharaan dan perawatan hutan kota. Mereka dan keluarganya 

merasakan manfaat langsung dari hutan kota berupa buah-buahan dan lain­

lain yang merupakan basil dari pohon-pohon I tanaman dalam hutan kota. 

Hal ini sangat menunjang kehidupan dan meningkatkan perekonomian 

keluarga mereka. 

2. Aspek Pendorong dan Penghambat 

Keterangan yang disampaikan oleh informan 1 bahwa kebijakan 

hutan kota Pemerintah Kabupaten Nunukan selama ini sudah sejalan dengan 

undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hutan kota. Kebijakan 

pimpinan sangat mendukung dan mendorong pembangunan hutan kota. Hal 

ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nunukan Nomor 

383 tahun 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Lokasi Hutan 

Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan 

Selatan Seluas 3,9.Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Mudah­

mudahan pimpinan yang barn ini juga memiliki kebijakan yang mendukung 

penyelenggaraan hutan kota. 

Demikian juga informasi yang diperoleh melalui informan 2, 

Beliau mengatakan bahwa aspek pendorong kebijakan hutan kota di 

kabupaten Nunukan antara lain adalah kebijakan pemerintah Kabupaten 
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mendukung dan laban tersedia. Terbukti dengan selalu terakomodirnya 

anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan tanaman hutan kota dalam 

APBD tiap tahunnya. Ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah 

terhadap kebijakan hutan kota melalui persetujuan alokasi anggaran 

pengelolaan hutan kota pagun benua. Selain itu dukungan dari masyarakat 

pada semua lapisan juga cukup tergolong sangat baik, di mana masyarakat 

selalu antusias membantu jika ada kegiatan yang menyangkut hutan kota, 

khususnya pada saat pelaksanaan penanaman. 

Aspek pendorong dalam penyelenggaraan hutan kota menurut 

informan 3, selain kebijakan pimpinan yang mendukung dan tersedianya 

laban adalah bertambab luasnya laban kritis di Kabupaten Nunukan, ini 

mendorong untuk dibangunnya hutan kota sehingga dengan demikian luas · 

ruang terbuka hijau wilayah perkotaan semakin bertambah serta dapat 

menambab asrinya lingkungan perkotaan. Aspek pendorong lain juga adalah 

sebagai tempat pendidikan dan penelitian tentang kehutanan serta 

menciptakan altematif ekowisata untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. 

Pembinaan dari Menteri Kehutanan terhadap penyelenggaraan 

hutan kota di Kabupaten Nunukan juga dapat dikatakan sebagai aspek 

pendorong dalam penyelenggaraan hutan kota, miasalnya dalam hal 

pemberian peraturan I pedoman penyelenggaraan hutan kota dan araban­

araban melalui Gubemur Kalimantan Utara pada saat pelaksanaan 

penanaman OBIT. Pembinaan dari Pemerintah Provinsi juga pemab dalam 

bentuk pendidikan dan pelatihan budidaya labah madu yang dilaksanakan di 
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Bogor. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan telah 

mengirim 3 orang staf untuk mengikuti kegiatan diklat tersebut. Dari Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau Samarinda 

juga pemah melakukan pembinaan berupa pemberian bantuan bibit dan 

pupuk. 

Menurut informan ke-3 terhadap akses pihak luar yang ingin 

berpartisipasi positif membantu penyelenggaraan dan pembangunan hutan 

kota pagun benua pihaknya sangat terbuka, misalnya even-even penanaman 

dapat dilaksanakan di hutan kota, bantuan label pohon, pupuk, racun, 

perkemahan, dsb. Sepanjang partisipasi yang akan diberikan pihak luar 

berkontribusi positif terhadap perkembangan hutan kota maka pihaknya 

tetap terima dengan senang hati. 

lnforman 4 mengatakan aspek pendorong penyelenggaraan hutan 

kota di Kabupaten Nunukan adalah tersedianya laban atau ruang terbuka 

yang dapat dijadikan hutan kota, baik pada tanah hak maupun tanah negara. 

Saat ini cukup banyak lahan tidak produktif yang masih belum dikelola 

secara optimal oleh pemiliknya, lahan terlantar seperti ini dapat 

dimanfaatkan sebagai hutan kota. 

Aspek pendorong dalam penyelenggaraan hutan kota menurut 

infonnan 9 dan 10, antara lain adalah segala sesuatu yang mereka perlukan 

dalam pemeliharaan dan perawatan seperti peralatan kerja dan lain-lain 

selalu dipenuhi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pembinaan dari 
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provinsi juga ada, antara lain dalam bentuk diklat budidaya lebah madu di 

Bogor. 

Menurut informan 5, Nunukan sekarang sudah mulai kesulitan 

untuk mendapatkan air bersih khususnya air sumur (sumur bor), bahkan 

untuk beberapa daerah sudah tidak boleh melakukan pengeboran lagi, 

karena sudah terlalu banyak sumur bor. Untuk membangun hutan kota 

sebenarnya tidak memerlukan keahlian khusus, namun perlu orang yang 

memahami dan mengerti tentang kehutanan dan lingkungan hidup. 

Aspek pendorong kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan 

menurut informan 5 adalah laban masih sangat tersedia dan pembangunan 

belum begitu padat sehingga lebih mudah untuk membangunnya sekarang, 

kalau pembangunan terlanjur padat nanti sulit untuk mendapatkan laban. 

Sedangkan yang menjadi aspek penghambat dalam 

penyelenggaraan hutan kota menurut informan I, 2 dan 3 dari segi kebijakan 

pimpinan belum ada, bahkan pimpinan selama ini sangat peduli dengan 

penyelenggaraan hutan kota ini. Misalnya menyangkut anggaran untuk 

pemeliharaan dan perawatan hutan kota selama ini selalu terakomodir dalam 

APBD, ini menunjukan bahwa kebijakan pimpinan sangat mendukung. 

Kalau pun selama ini penganggaran untuk penyelenggaraan hutan kota 

masih terbatas tentu karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

daerah. Sehingga untuk pembangunan sarana-sarana umum dalam hutan 

kota untuk sementara ditunda dulu, cukup hanya anggaran untuk 

pemeliharaan dan perawatan saja. Aspek yang merupakan penghambat 
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dalam pembangunan hutan kota dari unsur lingkungan antara lain adalah 

kondisi laban hutan kota yang kurang subur, sehingga ini membutuhkan 

penanganan dan perlakuan yang ektra, membutuhkan pemupukan dan 

penyulaman beberapa kali. Kalau tidak demikian tanarnan sulit tumbuh dan 

bertahan dengan kondisi yang ada. 

Informan 3 mengatakan aspek penghambatnya antara lain adalah 

susahnya mendapatkan jenis pohon langka untuk memperkaya jenis pohon 

dalam hutan kota. Aspek penghambat yang dimaksud menurut penulis lebih 

kepada aspek teknis pemilihan jenis tanaman, sehingga belum menjadi 

aspek penghambat yang prinsip dalam penyelenggaraan hutan kota. Apa bila 

tipe hutan kotanya adalah tipe pelestarian plasma nutfah maka hal ini dapat 

dikatakan sebagai aspek penghambat. Aspek penghambat lainnya adalah 

kurangnya kesuburan tanah di laban hutan kota karena sebagian areal 

merupakan bekas gusuran tanah sehingga hilang top soilnya yang 

menyebabkan tanaman sulit bertumbuh dan berkembang. 

Sedangkan aspek pengharnbat menurut informan 2 antara lain 

adalah kurangnya pendanaan untuk mengembangkan dan membangunan 

sarana dan prasarana umum sebagai fasilitas rekreasi, pendidikan, olah raga, 

dan lain-lain, serta terbit dan berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 

2014, di mana kewenangan pemerintah Kabupaten bidang kehutanan di bagi 

antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga kewenangan 

pengelolaan hutan kota pagun benua akan dialih ke instansi lain yang akan 

ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. 
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Perbedaan persepsi antara aparat pengelola terhadap jenis tanaman 

yang dirawat dan dipelihara dalam hutan kota, juga dapat dikatakan sebagai 

aspek penghambat dalam penyelenggaraan hutan kota, misalnya terhadap 

jenis tanaman tertentu seperti acasia sp yang tumbuh liar di dalam hutan 

kota, oleh aparat pelaksana lapangan memerintahkan kepada petugas jaga 

hutan kota untuk mematikan jenis pohon tersebut dengan cara dikuliti 

bagian pangkalnya agar mati secara perlahan, karena akan membahayakan 

keberadaan dan keletarian jenis-jenis lainnya yang intoleran terhadap jenis 

akasia (acasia sp) ini. Tetapi oleh aparat yang merupakan atasan pelaksana 

lapangan dilarang, karena menganggap hal tersebut dapat mengurangi 

kerapatan tanaman pepohonan dalam hutan kota, sehingga hal ini tidak 

dilanjutkan lagi oleh petugas yang membersih dan merawat hutan kota. 

Penulis terkesan dengan pemyataan in forman 5, di mana 

disebutkan bahwa aspek komitmen pimpinan atau Kepala Daerah dan 

Kepala Instansi penyelenggara dianggap sebagai aspek penghambat yang 

terbesar dibandingkan dengan aspek penghambat lainnya. Beliau 

berargumen bahwa ketika pirnpinan menghendaki atau merencanakan suatu 

program maka kepala instansi teknis terkait pasti akan mengakomodir dan 

memasukannya dalam rencana strategis, kemudian RKA yang selanjutnya 

ditetapkan menjadi DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penulis 

menganalisis bahwa pemyataan informan tersebut memang sangat beralasan 

dan ada benarnya. Ketika pimpinan menginginkan I merencanakan sesuatu, 

apakah itu ada dalam program kerjanya atau tidak, maka hal itu dapat 
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direalisasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

menangam untuk menyusunnya dalam program kegiatan untuk 

direalisasikan. Ketika program kerja SKPD mendapat pertanyaan­

pertanyaan dari tim anggaran dan tim asistensi, maka SKPD terkait dapat 

menjelaskan bahwa sesungguhnya program kegiatan tersebut adalah 

program kerja atau permintaan Bupati sebagai Kepala Daerah. Dengan 

demikian tim anggaran dan tim asistensi biasanya tidak banyak bertanya 

lagi, jadi kegiatan pasti lolos asistensi. Mengingat proses dan tahapan 

pengajuan kegiatannya demikian maka sangat memungkinkan komitmen 

dan konsistensi kebijakan Kepala Daerah menjadi sabuah aspek penghambat 

dalam penyelenggaraan hutan kota. 

Lebih lanjut Beliau katakan aspek penghambat penyelenggaraan 

hutan kota adalah kemauan dan arab kebijakan pimpinan yang kurang 

konsisten, dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Dana pembangunan menurut 

dia bukan aspek penghambat, alokasi dana akan tersedia jika pirnpinan 

menghendakinya. 

Menurut informan 8, aspek penghambat dalam penyelenggaraan 

hutan kota pagun benua pasti ada, antara lain adalah menyangkut anggaran 

yang minim, tidak ada I belun ada payung hukum yang kuat, berbenturan 

dengan kepentingan masyarakat, baik kelompok masyarakat maupun 

perseorangan. Benturan dengan masyarakat ini dalam hal lokasi yang 

ditunjuk merupakan bagian dari hak milik masyarakat I baik perseorangan 

maupun kelompok masyarakat yang mereka sendiri mempunyai tujuan 
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penggunaan lain terhadap laban tersebut. Hal ini menimbulkan masalah 

dalam pembangunannya dan pengembangan hutan kota, antara lain terjadi 

pencurian dan gangguan lainnya. 

Menurut informan 2, inkonsistennya komitmen aparat tentang 

kebijakan hutan kota antara lain disebabkan karena menganggap belum 

urgennya kebutuhan akan sarana dan prasarana umum di dalam hutan kota. 

Mungkin karena tanaman-tanaman dalam hutan kota masih belum begitu 

tinggi sehingga menganggap belum saatnya untuk membangun fasilitas­

fasilitas umum dalam hutan kota. 

3. Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Kota Pagun Benua 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 ayat (1), bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta 

energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah provinsi. Ayat (2) berbunyi urusan pemerintahan bidang 

kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan 

pengelolaan taman hutan raya kabupaten I kota menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten!Kota. Dengan demikian pemerintahan Daerah Kabupaten tidak 

lagi memiliki kewenangan di bidang kehutanan kecuali pengelolaan taman 

hutan raya Kabupaten. 

Hal ini menimbulkan masalah di Kabupaten Nunukan khususnya 

dalam kelangsungan pengelolaan hutan kota pagun benua. Jika hal ini tidak 

segera dicarikan solusinya, maka dikhawatirkan pengelolaan hutan kota 
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terbengkalai dan tak terurus yang pada akhirnya akan mengancam 

keberadaan dan kelangsungan hutan kota pagun benua. 

Prospek pengalihan kewenangan pengelolaan hutan kota pagun 

benua pasca dilikuidasinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Nunukan menurut in forman I, bel urn diketahui lagi apakah ada lembaga 

yang barn bentukan pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten atau tidak. 

Hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah bagaimana solusi terbaiknya, 

instansi mana yang lebih cocok dan baik menjadi suksesor Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Nunukan untuk mengelola dan mengembangkan 

hutan kota pagun benua. Jika tidak ada lembaga barn yang akan dibentuk, 

maka Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dapat menjadi suksesor 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengelola hutan kota pagun benua. 

Dengan harapan hutan kota pagun benua tetap eksis dan dipertahankan 

keberadaannya, dipelihara dan dirawat terus agar dapat memenuhi harapan 

pemerintah dan harapan masyarakat terhadap hutan kota pagun benua. 

Bahkan kalau perlu kita membangun lagi hutan kota ditempat lain di 

wilayah Kota!Kabupaten Nunukan, ini karena yang ada ini masih kecil. 

Batas kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Nunukan khususnya Bidang Kehutanan dalam mengelola hutan kota pagun 

benua menurut informan 2, hanya sampai dengan dilaksanakannya serah 

terima P3D (personil, pendanaan, peralatan dan dokumentasi) yang 

diperkirakan pada awal bulan Oktober 2016. 
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Sedangkan menurut informan 3, prospek pengalihan kewenangan 

pengelolaan hutan kota pagun benua jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

dilikuidasi, menurutnya yang lebih cocok adalah instansi Badan Lingkungan 

Hidup Daerah (BLHD). Karena secara struktural di kementerian juga 

kehutanan gabung atau satu kementerian dengan lingkungan hidup, jadi 

lebih cocok hila pengelolaan hutan kota pagun benua pada waktu yang akan 

datang berada di BLHD Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan ke depan 

pengelolaannya oleh BLHD menjadi lebih baik dan segala kebutuhan sarana 

prasarana penunjang di dalam hutan kota dapat dianggarkan dan disetujui 

oleh pengambil kebijakan, sehingga dengan tersedianya sarana dan 

prasarana umum di dalam hutan kota sedemikian rupa, maka hutan kota 

pagun benua dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh pihak pengelola 

maupun oleh masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya sebagi tempat 

rekreasi, olah raga, wisata, pendidikan, kemping, duduk/jalan santai sekadar 

menikmati udara segar dan sebagainya . 

Prospek pengalihan kewenagan pengelolaan hutan kota pagun 

benua Nunukan jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak ada, menurut 

informan 5, kalau untuk malakukan penganggaran dan pembangunannya 

Badan Lingkungau Hidup Daerah (BLHD) yang lebih cocok, karena di sana 

hampir ada semua sarjana, baik sarjana kehutanan, sarjana geologi, sarjana 

teknik lingkungan, teknik pertambangan, dll. Sehingga mereka dapat 

melakukan perencanaan pembangunan hutan kota dengan baik dan sesuai 

kajian teori masing-masing disiplin ilmunya. Sedangkan jika hutan kota 
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sudah terbentuk dan terbangun, maka Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Pemadam Kebakaran (DKPP) yang lebih cocok untuk mengelolanya karena 

mereka memiliki banyak tenaga untuk melakukan kegiatan pemeliharaan 

dan kebersihan. 

Pendapat inforrnan 5 ini juga didukunng oleh inforrnan 7, dia 

mengatakan kalau prospek suksesor pengelola hutan kota pagun benua jika 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dilikuidasi, menurut 

saya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) bisa sharing dengan Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). Misalnya 

BLHD yang merencanakan dan membangun sampai selesai jadi hutan kota 

dan untuk perawatan dan pemeliharaannya diserahakan ke DKPP. 

Prospek pengelolaan hutan kota pagun benua setelah Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dilikuidasi, menurut 

inforrnan 8, lebih cocok dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Pemadam Kebakaran (DKPP). Karena lokasi hutan kota berada di dalam 

kota, maka DKPP sebagai instansi yang menangani dan bertanggung jawab 

terhadap kebersihan dan keindahan kota sangat prospektif sebagai suksesor 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengelola hutan kota. 

Inforrnan 4, 6, 9 dan 10, sependapat dengan informan 1, 2 dan 3, 

mereka lebih setuju kalau Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) yang 

akan ditunjuk sebagai pengelola hutan kota pagun benua. 

Dari semua informan yang diwawancarai ada kesamaan pandangan 

mengenai keberadaan hutan kota. Semua informan mengatakan bahwa hutan 

42530.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



88 

kota sangat penting untuk diselenggarakan, dan hutan kota perlu ditetapkan 

dengan perda. Seperti yang disampaikan oleh informan 5, menurut Beliau 

walaupun penunjukan lokasi hutan kota ditetapkan dengan SK Bupati, akan 

tetapi perlu juga di tetapkan dengan perda, karena SK Bupati dapat saja 

sewaktu-waktu berubah, akan tetapi perda tidak bisa di rubah walaupun 

Bupati ganti. 

Pembangunan hutan kota sangat penting artinya bagi masyarakat 

sekitar hutan kota dan penduduk kota pada umumnya, di samping memberi 

rasa aman dan nyaman seperti saya sampaikan di atas, hutan kota juga 

bermanfaat sebagai tempat berteduh dari panas terik matahari, olah raga, 

rekreasi, pendidikan, dan lain-lain. 

Hutan kota juga dapat memberi manfaat ekonomis kepada 

masyarakat sekitar hutan kota, misalnya dalam hal memberi peluang 

mendapat pekerjaan, usaha, jualan asongan, pemandu wisata dan 

sebagainya. Saya sendiri pemah direkrut sebagai pekerja borongan pada saat 

perintisan dan penggalian lubang tanam, pemberian pupuk pada awal 

pembangunan hutan kota pagun benua ini, kami senang sekali mendapat 

pekerjaan tersebut dan merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. 

lnforman 6 mengatakan bahwa Sekarang mereka merasakan 

manfaat hutan kota pagun benua ini, antara lain dengan adanya hutan kota 

ini kami tidak lagi khawatir akan terpaan angin kencang (angin laut) yang 

biasanya menerjang kawasan permukirnan kami dengan kecepatan tinggi, 

sekarang tidak lagi sekencang yang dulu, kami bersyukur dengan adanya 
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hutan kota ini. Selain itu suhu udaranya juga relatif sejuk dan segar sehingga 

memberi rasa nyaman kepada semua warga sekitar hutan kota. 

Menurut in forman 9 dan 10 bahwa bagi dia dan keluarganya 

manfaat hutan kota besar sekali, baik manfaat langsung maupun tidak 

langsung. Manfaat langsung hutan kota bagi dia dan keluarga antara lain 

adalah sebagai tempat saya bekerja dan mendapatkan nafkah berupa honor 

bulanan untuk menghidupkan istri dan anak-anak, selain itu dia dapat 

memanfaatkan hasil buah-buahan dari tanaman dalam hutan kota sebagai 

makanan dan sayuran, kayu-kayu I ranting-ranting kering sebagai kayu 

bakar dan kebutuhan perabot rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan 

manfaat tidak langsungnya bagi dirinya dan keluarga adalah memberi 

kesejukan dan kenyamanan bagi lingkungan tempat tinggal mereka. 

Menurut informan 5, hutan kota pagun benua yang ada ini masih 

sangat kurang jika dibandingkan dengan luas pulau Nunukan, sehingga 

instansi yang menangani dan membidangi hutan kota sebaiknya terus 

mengusahakan dan mengupayakan pembangunan hutan kota yang barn di 

tempat - tempat lain yang dianggap strategis dan potensial sebagai hutan 

kota. 

Secara umum semua informasi dari masing-masing informan 

mengenai implemantasi hutan kota di Kabupaten Nunukan, aspek 

pendorong dan penghambat serta kelembbagaan yang perpotensi mengelola 

hutan kota pagun benua dapat dikategorikan seperti pada tabel4.1 berikut: 
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Tabel4.1 

Kategorisasi informasi 

NO INFORMAN INFORMASI KATEGORI 
ASPEK 

1 1 Tujuan, fungsi dan manfaat hutan kota, Kebijakan, hukum 
pembangunan dan eksistensi serta dan manfaat 
manfaat hutan kota 

2 2 Tujuan, fungsi, teknis pembangunan Kebijakan, teknis 
fisik serta manfaat hutan kota pembangunan dan 

manfaat 

3 3 Tujuan, fungsi, teknis pelaksaan, jenis Teknis pelaksanaan 
tanaman dan eksistensi serta manfaat pembangunan, jenis 

I hutan kota anaman, kelestarian 
dan kebijakan 

4 4 Bentuk/struktur , partisipasi, kontribusi Kebijakan, luasan 
dan eksistensi serta manfaat hutan kota dan struktur hutan 

kota 
I 

5 5 Manfaat hutan kota, eksistensi, Kebijakan, hukum 
kelembagaan serta kuantitas hutan dan kuantitas 
kota 

6 6 Manfaat, lokasi dan eksistensi Manfaat, letak dan 
kelestarian 

7 7 Fungsi, kelembagaan, pengelolaan Kelestarian dan 
lembaga 

8 
I 

8 Manfaat, eksistensi, sengketa laban Kelestarian, 
dan ekonomi hukum dan 

kesejahteraan 

9 9 Eksistensi, manfaat dan ekonomi Kelestarian dan 
kesejahteraan 

10 10 Eksistensi, manfaat dan ekonomi Kelestarian dan 
kesejahteraan 
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C. Pembahasan 

1. Irnp1ementasi Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan inforrnasi-inforrnasi yang penulis peroleh melalui 

beberapa inforrnan dan studi literatur tentang kebijakan hutan kota di 

Kabupaten Nunukan dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hutan 

kota di Kabupaten Nunukan berlangsung dengan cukup baik dan tidak 

mendapat hambatan yang berarti. Secara umum kebijakan hutan kota di 

daerah Kabupaten Nunukan ini mendapat sambutan yang sangat positif dan 

menggembirakan dari seluruh elemen masyarakat atau stakehoulder yang ada 

di daerah ini. Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh inforrnan 

1 dan 2, bahwa pada prinsipnya kebijakan dari pimpinan pada semua jenjang 

sangat mendukung untuk penyelenggaraan hutan kota, karena rnenyadari 

betapa besarnya rnanfaat hutan kota bagi kehidupan seluruh warga kota, 

keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan kehidupan satwa liar 

kawasan perkotaan. 

Bukti nyata dari kebijakan pimpinan yang mendukung sepenuhnya 

penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah dengan telah 

dibangunnya sebuah hutan kota di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan 

Nunukan Selatan dengan areal yang cukup luas, yaitu 3,9 hektar. Penunjukan 

lokasi hutan kotanya rnelalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 

2011, tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua 

Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha 

Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. 
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Setelah penulis melakukan peninjauan langsung di hutan kota pagun 

benua sebagaimana disebutkan di atas, temyata benar bahwa segala informasi 

yang di sampaikan oleh informan sesuai dan persis dengan apa yang penulis 

amati langsung di lapangan dan didukung oleh bukti fisik hutan kota serta 

bukti fisik surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011. Tidak 

susah untuk menjangkau lokasi hutan kota pagun benua ini, karena posisinya 

di pinggir jalan raya Ujang Dewa Sedadap, bahkan setiap orang yang akan 

melintas jalan Ujang Dewa dari dan atau ke Kantor Bupati Nunukan pasti 

akan melihat dan mengetahui letak dan lokasi hutan kota ini. 

Dari pantauan di lapangan terlihat seluruh areal hutan kota telah 

tertutup rapat oleh tajuk-tajuk pepohonan yang terdiri dari berbagai jenis 

pohon. Ada juga sebagian kecil lahan yang terlihat tajuk pohonnya kurang 

rimbun dan pohon-pohonnya agak kerdil, terutama pada laban bagian depan 

yang merupakan bekas gusuran. Akan tetapi secara umum kondisi tanaman 

dan tutupan tajuk pohon-pohonnya saat ini sudah menyerupai hutan alam dan 

layak disebut hutan kota. 

Pada saat melaksanakan pantauan di lapangan, penulis ditemani oleh 

salah seorang staf seksi rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nunukan beserta dua orang tenaga pekerja yang 

bertugas merawat dan memelihara hutan kota pagun benua. 
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Gambar 4.1. Kondisi Awal Lahan Rutan Kota Pagun Benua 

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan 

bahwa hutan kota pagun benua ini dirintis dari nol, yaitu dari lahan terbuka 

yang sama sekali belum ditumbuhi oleh pepohonan karena sebagian 

merupakan lahan gusuran dan sebagian lagi bekas kebun masyarakat, seperti 

ditunjukan pada Gambar 1. Nampak lahannya benar-benar tidak ada lapisan 

top soilnya sehingga membutuhan penanganan ekstra jika mau berhasil. 

Jika kita melihat kondisi lahan hutan kota pada awalnya sangat 

memprihatinkan dan kondisinya saat ini sudah menyerupai hutan 

sesungguhnya, maka kita patut berbangga dan memberi aplaus kepada pihak 

penyelenggara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang sudah 
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mencapai basil optimal. Namun demikian, penulis mempunyai beberapa 

catatan tentang penyelenggaraan atau pembangunan hutan kota pagun benua 

llll. 

Pertama, penyelenggaraan hutan kota pagun benua ini tidak 

sepenuhnya mengikuti ketentuan tahapan penyelenggaraan hutan kota 

sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.71/Menhut-II/2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan, di mana 

terdapat beberapa tahapan dalam peraturan ini yang belum dilalui oleh pihak 

penyelenggara, seperti tahapan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana 

disebutkan pada pasal 4 ayat (2) meliputi tahapan kegiatan penunjukan, 

pembangunan, penetapan dan pengelolaan. 

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.71/Menhut-IV2009 dapat dideskripsikan secara singkat bahwa 

implementasi kebijakan hutan kota dimulai dari penunjukan hutan kota yang 

meliputi dua kegiatan, yaitu penunjukan lokasi hutan kotan dan penunjukan 

luas hutan kota, di mana penunjukan lokasi dan luas hutan kota ini dilakukan 

oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Lokasi 

hutan kota hams berada dalam kawasan ruang terbuka hijau wilayah 

Kabupaten dan dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak. Penunjukan 

lokasi hutan kota didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jurnlah 

penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Luas hutan kota dalam 

satu hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,25 hektar dan persentase 

luas hutan kota paling sedikit 10% ( sepuluh per seratus) dari luas wilayah 

42530.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

Kabupaten atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Tata cara penunjukan 

lokasi dan luas hutan kota diatur dengan peraturan daerah. setelah dilakukan 

penunjukan lokasi hutan kota, maka tahapan berikutnya adalah pembangunan 

hutan kota. 

Pembangunan hutan kota juga meliputi dua kegiatan yaitu 

perencanaan dan pelaksanaan. Rencana pembangunan hutan kota merupakan 

bagian dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten yang disusun 

berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonornis dan sosial budaya 

setempat. Aspek teknis meliputi kesiapan laban, jenis tanaman, bibit dan 

teknologi. Aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan 

lingkungannya. Aspek ekonornis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang 

dihasilkan. Sedangkan aspek sosial dan budaya setempat maksudnya adalah 

dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma social serta budaya 

masyarakat setempat. Rencana pembangunan hutan kota memuat rencana 

teknis tentang tipe hutan kota dan bentuk hutan kota, di mana penentuan tipe 

hutan kota disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata 

ruang wilayah Kabupaten. 

Pelaksanaan pembangunan hutan kota dilaksanakan melalui tahapan 

kegiatan penataan areal penanaman, pemeliharaan dan pembangunan sipil 

teknis. Tata cara pembangunan hutan kota diatur dengan peraturan daerah. 

Berdasarkan basil pelaksanaan pembangunan hutan kota selanjutnya 

ditetapkan hutan kota dengan peraturan daerah 
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Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan bahwa 

implementasi hutan kota di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya sesuai 

ketentuan. Tahapan proses pelaksanaannya masih teratur seperti pada tahapan 

pertama (penunjukan) dengan tahapan kedua (pembangunan), pelaksanaannya 

di lapangan terbalik di mana pelaksanaan pembangunannya yang 

dilaksanakan terlebih dahulu barn kemudian penunjukan lokasi hutan 

kotanya. Fakta di lapangan menunjukan bahwa pembangunan hutan kota 

pagun benua dimulai sejak tahun 2007, yaitu pelaksanaan penanaman hutan 

kota untuk pertama kalinya (berdasarkan data tahun tanam tanaman hutan 

kota). Sementara penunjukan lokasi hutan kota barn terbit tahun 2011 dengan 

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011 tentang Penunjukan 

Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan 

Selatan Seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Meskipun 

demikian, dalam perkembangannya belum ada pihak lain yang menunjukan 

keberatannya terhadap keberadaan hutan kota ini atau belum ada komplain 

dari masyarakat sampai sekarang, ini berarti laban hutan kota bebas dari 

sengketa. 

Analisis penulis tentang hal ini, kemungkinan pertama adalah bahwa 

pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan sebelurnnya telah memperoleh rekomendasi dari Bupati 

mengenai penunjukan lokasi I laban tersebut sebagai hutan kota dalam bentuk 

disposisi atau dalarn bentuk persetujuan telaahan staf dari Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, sehingga dengan disposisi atau 
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persetujuan atas telaahan staf tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan melanjutkan prosesnya ke tahap pelaksanaan 

pembangunan hutan kota. J ika tidak demikian maka tentu Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tidak berani membangun hutan kota di 

lokasi tersebut. Kemungkinan kedua adalah hutan kota pagun benua lebih 

dahulu di bangun yaitu tahun 2007 sebelum terbitnya Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-Il/2009 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Setelah mempelajari dan 

memperhatikan tahapan penyelenggaraan hutan kota berdasarkan pedoman 

penyelenggaraan hutan kota bahwa hams ada penunjukan lokasinya oleh 

Bupati barulah surat penunjukan diproses, maka terjadilah pelaksanaan 

tahapan penyelenggaraan hutan kotanya terbalik. 

Menyangkut proses penunjukan lokasi hutan kota pagun benua, 

analisis penulis bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor : P.71/Menhut-Il/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Hutan Kota pasal 5 ayat 1 dan 2, di mana penunjukan hutan kota terdiri dari 

penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota dilakukan oleh 

Walikota atau Bupati berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan. 

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan bahwa hal ini sudah 

sesuai dengan pedoman penyelenggaraan hutan kota yang ada yaitu 

Permenhut Nomor: P.71/Menhut-II/2009. 

Kedua, analisis mengenai pembangunan hutan kota. Sesuai Peraturan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-Il/2009 
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tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 14, disebutkan bahwa 

rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksudkan pada pasal 12 

memuat rencana teknis tentang tipe hutan kota dan bentuk hutan kota. 

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di lapangan bahwa 

dalam perencanaan pembangunan hutan kota pagun benua tidak disebutkan 

jelas dan tegas apa tipe hutan kota ini dan apa bentuknya. Sesuai hasil 

wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kehutanan dan Kepala Seksi 

Rehabilitasi Hutan dan Laban (RHL) melalui staf seksi RHL bahwa memang 

dalam perencanaan pembangunan hutan kota pagun benua ini tidak 

ditentukan tipe dan bentuk hutan kota karena pelaksanaan pembangunan 

hutan kotanya yang lebih dahulu dikeijakan dan setelah dua tahun kemudian 

barn kita memperoleh Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor : P.71/Menhut-IU2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan 

Kota. Setelah dipelajari dan diperhatikan bahwa ada beberapa tipe hutan kota, 

yaitu: 

a. Tipe kawasan permukiman 

b. Tipe kawasan industry; 

c. Tipe rekreasi; 

d. Tipe pelestarian plasma nutfah; 

e. Tipe perlindungan; dan 

f. Tipe pengamanan. 

Pada saat wawancara Kepala Bidang Kehutanan mengatakan bahwa 

tipe hutan kota pagun benua ini dapat dikategorikan ke dalam tipe gabungan 
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antara tipe kawasan permukiman dengan tipe rekreasi. Pertimbangannya 

adalah tipe kawasan permukiman dibangun pada areal permukiman yang 

berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, 

penahan angin dan peredam kebisingan dengan jenis komposisi tanaman 

pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan 

rerumputan. Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi 

dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik. Sedangkan 

bentuk hutan kotanya adalah mengelompok. 

T erhadap hal ini penulis berpendapat bahwa penyebutan tipe dan 

bentuk hutan kota pagun benua oleh Kepala Bidang Kehutanan sebagai 

penanggungjawab pembangunan hutan kota sudah sesuai dengan pedoman 

penyelenggaraan hutan kota yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor : P.71/Menhut-Il/2009 pasal 15 dan 22. Namun demikian 

kriteria untuk tipe rekreasi belum sepenuhnya terpenuhi di mana dari jenis 

tanaman pepohonannya seharusnya dilengkapi dengan jenis pepohonan yang 

indah dan unik, hal ini tidak terdapat pada hutan kota pagun benua. Jenis 

pepohonan yang terdapat pada hutan kota pagun benua adalah jenis-jenis 

pepohonan yang umum dan tidak termasuk kategori indah dan unik. Oleh 

karena itu jika hutan kota pagun benua juga disebut sebagai tipe rekreasi 

maka pihak penyelenggara wajib menambahah atau memperkaya jenis-jenis 

tanaman di dalam hutan kota pagun benua dengan jenis-jenis pepohonan 

yang termasuk dalam kategori indah dan unik serta membangun sarana 

rekreasi yang memadai di dalam hutan kota. 
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Ketiga, berdasarkan pasal 27 ayat ( 1) dan (2) Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-IU2009 menyebutkan 

bahwa tata cara pembangunan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Daerah memuat antara lain tata cara perencanaan 

pembangunan dan tata cara pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana telah 

diuraikan di atas bahwa pembangunan hutan kota pagun benua Kabupaten 

Nunukan telah dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-IU2009 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Hutan Kota, sehingga acuan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan hutan kota di daerahnya belum ada. Pelaksanaan 

pembangunan hutan kota di daerah sebelum terbitnya Permenhut Nomor : 

P.71/Menhut-IV2009, tergantung pada kebijakan Kepala Daerah melalui 

instansi teknis yang menangani hutan kota di masing-masing daerah. 

Demikian halnya dengan Kabupaten Nunukan, kebijakan pembangunan hutan 

kota tanpa melalui ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

menteri kehutanan Nomor : P.71/Menhut-ll/2009, namun lebih kepada 

keinginan bersama untuk membangun sebuah hutan kota yang letaknya 

berada di kawasan pengembangan kota yaitu di Kelurahan Nunukan Selatan 

Kecamatan Nunukan Selatan. Namun pun demikian penulis berpendapat 

bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan tidak menyalahi aturan dalam penyelenggaraan hutan 

kota pagun benua, karena aturan yang harus dipedomani belum ada atau 

belum terbit. Jadi walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa 
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tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan hutan 

kota bukan berarti hal ini bertentangan dengan aturan yang ada, akan tetapi 

kondisi ini terjadi semata-mata oleh karena belum terbitnya peraturan menteri 

kehutanan Nomor : P.71/Menhut-IU2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Hutan Kota. 

2. Aspek pendorong dan Penghambat 

Hasil wawancara dengan informan 1, 2 dan 3, disampaikan bahwa 

dari aspek kebijakan pimpinan, baik Kepala Daerah maupun pimpinan 

instansi teknis yang menangani hutan kota selalu mendukung dan berusaha 

untuk membangun, menata hutan kota yang ada agar dapar berfungsi dengan 

baik dan memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten 

Nunukan pada umumnya. 

Kebijakan finansial melalui pengalokasian dana pemeliharaan dan 

perawatan hutan kota pagun benua juga merupakan faktor yang mendorong 

penyelenggaraan hutan kota, walaupun beberapa tahun terakhir ini masih 

sebatas biaya honor petugas jaga hutan kota 2 orang dan honor tim teknis 

yang mengelola hutan kota yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

1 orang dan pengelola administrasi 2 orang, akan tetapi hal ini merupakan 

bentuk komitmen pimpinan untuk terus menjaga dan merawat hutan kota 

pagun benua demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Nunukan di masa yang akan datang. Anggaran yang relatif kecil dan selalu 

teranggarkan setiap tahunnya dalam APBD ini tentu karena disesuaikan 
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dengan kemampuan keuangan daerah dan merupakan bukti komitmen 

pimpinan dalam penyelenggaraan hutan kota pagun benua. 

Aspek dukungan lainnya adalah tersedianya lahan yang relatif luas 

untuk sebuah hutan kota, yaitu seluas 3,9 Ha. Berdasakan Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-IU2009 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 8 ayat (2), luas hutan kota 

dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar. Jadi luas 

hutan kota pagun benua sebesar 3,9 ha yang merupakan satu hamparan yang 

kompak menjadi sebuah lahan hutan kota yang relatif luas dan sangat 

potensial untuk dikelola oleh pemerintah daerah. 

Di samping beberapa aspek pendorong tersebut di atas, ada satu 

aspek pendorong yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek dukungan 

masyarakat kota Nunukan yang terbilang sangat baik luar biasa antusiasnya. 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan di hutan kota, baik itu penanaman atau 

kegiatan apapun itu selalu mendapat dukungan penuh dari seluruh 

stakehoulder yang ada. Sehingga pihak pengelola tidak mengalami kesulitan 

dalam menggalang dukungan masyarakat apabila ada kegiatan pembangunan 

di hutan kota. 

Sedangkan aspek yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan 

hutan kota sebagaimana data dan infonnasi yang diperoleh melalui 

wawancara dengan informan 1, 2, 3, 9 dan 10 adalah tingkat kesuburan lahan 

hutan kota yang sangat rendah pada sebagian areal, karena bekas 

galian/ gusuran. Kondisi ini cukup menyulitkan pihak penyelenggara karena 
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harus dengan penanganan dan perlakuan khusus, memerlukan ekstra biaya, 

tenaga dan waktu lebih dari biasanya. Namun hambatan ini sudah dapat 

dikatakan telah teratasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah 

tertutupnya semua areal/laban hutan kota dengan pepohonan yang sudah 

besar-besar, bahkan ada yang mencapai diameter pangkal 30 em. Pada 

bagian areal yang tingkat kesuburannya rendah, hanya jenis-jenis tertentu 

yang dapat tumbuh dengan baik seperti sengon, akasia, mahoni dan mangga. 

Beberapa jenis tersebut memang tidak begitu terpengaruh dengan tingkat 

kesuburan lahan dan tidak memilih jenis tanah sebagai tempat tumbuh. 

Aspek yang dianggap sebagai penghambat berikutnya adalah 

minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan hutan kota. Sebagaimana 

telah dijelaskan di atas bahwa alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan 

hutan kota selama beberapa tahun terakhir hanya seputar honorarium petugas 

penjaga kebersihan kebun dan tim teknis pengelola kegiatan. Anggaran ini 

memang selalu terakomodir dalam DP A Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan. Akan tetapi untuk pengembangan dan pembangunan 

fasilitas-fasilitas umum dalam hutan kota sangat sulit, pada hal kondisi hutan 

kota pagun benua saat ini sudah sangat layak untuk dimanfaatkan oleh 

masyarakat, baik sebagai tempat rekreasi, kemping keluarga dan pramuka 

serta sebagai sarana belajar mengajar. Karena fasilitas umum yang 

diperlukan belum tersedia, maka sosialisasi pemanfaatan hutan kota kepada 

masyarakatjuga belum dilakukan secara optimal. 
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Gambar 4.2 . Kondisi Hutan Pagun Benua Sekarang 

Menarik apa yang disampaikan oleh informan 5, di mana Beliau 

mengatakan bahwa keterbatasan anggaran sebenarnya bukanlah merupakan 

hambatan dalam penyelenggaraan hutan kota. Beliau lebih menekankan 

kepada keinginan atau kebijakan kepala daerah apakah benar-benar komit 

pada kebijakan pembangunan hutan kota. Karena bawahan biasanya selalu 

mengakomodir apa yang menjadi araban atau masukan dari atasannya. Jadi 

jika kebijakan Kepala Daerah komit terhadap kebijakan hutan kota maka 

pasti didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang 

menangani, ditunjang dengan alokasi penganggarannya. Tentu hal ini perlu 
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perJuangan dan kemampuan meyakinkan ptmpman dari kepala instansi 

terkait kepada pihak pengambil kebijakan untuk mengakomodirnya. 

Pendapat informan 5 ini juga disetujui oleh informan 2, 3, 7 dan 8, 

mereka meyakini bahwa anggaran pembangunan akan dialokasikan oleh 

instansi teknis terkait jika mendapat arahan dan saran dari pimpinan atau 

kepala daerah, karena ini juga merupakan bagian dari arah kebijakan 

pembangunan umum pimpinan dan kebijakan ini diimplementasikan melalui 

dinas teknis terkait dalam hal ini lembaga penyelenggara hutan kota. 

Jadi analisis penulis mengenai aspek penghambat ini adalah bahwa 

keterbatasan anggaran bukanlah menjadi suatu hambatan serius dalam 

penyelenggaran hutan kota, akan tetapi yang menjadi aspek penghambatnya 

adalah kebijakan top pimpinan atau Kepala Daerah melalui instansi teknis 

pengelola hutan kota. Pimpinan instansi teknis pengelola hutan kota, dalam 

hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan hams terus­

menerus memperjuangkan pengalokasian anggaran pembangunan dan 

pengembangan hutan kota pagun benua sesuai dengan tujuan pembangunan 

hutan kotanya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga harus dapat 

meyakinkan pihak tim anggaran bahwa pembangunan hutan kota ini 

memang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kaabupaten 

Nunukan. 

Anggaran pembangunan hutan kota tidak hanya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, akan tetapi 

dapat juga bersumber dari pihak swasta atau investor yang berminat 
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menanamkan modalnya di sektor ini. Oleh karena itu pihak penyelenggara 

harus rajin dan aktif mencari sumber-sumber dana untuk membangun hutan 

kotanya selain dari APBD, bahkan swadaya kelompok masyarakatpun dapat 

dikedepankan untuk mengoptimalkan keterlibatan dan peran masyarakat 

dalam pembangunan hutan kota di daerahnya. Opsi terakhir dapat menjadi 

altematif dalam pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan saat ini, 

karena kondisi keuangan daerah saat ini sedang sulit-sulitnya. 

3. Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Kota 

Semua informan yang telah diwawancarai tidak ada seorangpun 

yang menyatakan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah atas 

diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Di mana melalui undang-undang ini kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sumber daya alam bidang 

kehutanan, pertambangan, kelautan dan energi sudah tidak ada lagi karena 

dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Sehingga 

kewenangan pemerintah Kabupaten Nunukan bidang kehutanan melalui 

instansi teknis terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

secara otomatis juga tidak ada. Informasi yang penulis dapatkan dari Kepala 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan melalui Kepala 

Bidang Kehutanan bahwa eksistensi dan wewenang Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nunukan hanya sampai pada serah terima P3D yaitu 

personil, pendanaan, peralatan dan dokumentasi. Kegiatan serah terima P3D 
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ini direncanakan pada bulan Oktober tahun 2016, tinggal beberapa bulan 

lagi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekosongan lembaga yang 

melanjutkan pengelolaan hutan kota pagun benua, maka perlu segera 

dicarikan solusi supaya pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota tidak 

terbengkalai yang dapat saja menyebabkan kerusakan-kerusakan atau 

gangguan terhadap hutan kota oleh masyarakat sekitar. Karena jika hal ini 

terjadi maka segala waktu, biaya dan tenaga yang telah dikerahkan untuk 

membangun hutan kota menjadi mubazir dan sia-sia dan harapan masyarakat 

akan kehadiran hutan kota pagun benua sima .. 

Setelah penulis menanyakan kebijakan ini kepada para informan, tak 

seorangpun dari para informan ini yang merasa keberatan dengan kebijakan 

pemerintah tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat 

Kabupaten Nunukan akan pembinaan dan pengaturan pemerintah pusat 

dengan regulasi yang baru sangat tinggi dan masyarakat menerima 

sepenuhnya dengan lapang dada segala regulasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat. 

Kelanjutan pengelolaan hutan kota pagun benua kedepannya jika 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilikuidasi menurut sebagian besar 

informan, instansi yang lebih cocok untuk mengelola humn kota pagun 

benua adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten 

Nunukan. Satu orang informan mengatakan hal ini kita serahkan ke 

pemerintah daerah, apakah membentuk lembaga bam atau bagaimana. Jika 

tidak ada lembaga yang barn yang akan dibentuk, maka Beliau juga 
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menyatakan BLHD yang dianggap berkompeten untuk menjadi suksesor 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengelola hutan kota. Dengan 

sangat berharap siapapun yang akan menjadi pengelola selanjutnya harus 

mempertahankan keberadaan hutan kota pagun benua dan melanjutkan 

proses penetapan hutan kotanya dengan perda. 

Tiga orang informan menyatakan bahwa pengelolaan hutan kota 

boleh dilaksanakan oleh dua instansi yaitu Badan Lingkungan hidup Daerah 

(BLHD) dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran 

(DKPP). Dari tiga orang informan kelompok ini, dua orang lebih cenderung 

kepada sharing antara DKPP dan BLHD, misalnya untuk perencanaan dan 

pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup 

Daerah (BLHD) sampai jadi hutan kota. Karena dalam perencanaan dan 

pembangunan membutuhkan tenaga-tenaga teknis tertentu yang umumnya 

ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Akan tetapi untuk 

pengelolaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP), dengan pertimbangan bahwa 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP) memiliki 

cukup tenaga untuk pemeliharaan dan perawatannya. Sedangkan satu orang 

dari kelompok ini mengatakan bahwa pengelolaan hutan kota cukup di 

serahkan kepada salah satu diantara kedua instansi ini, apakah Badan 

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Pemadam Kebakaran (DKPP). 
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Analisis penulis, jika kita melihat permasalahan yang terjadi ini tentu 

kita mempertimbangkannya dari berbagai aspek, mana yang lebih efektif dan 

berdaya guna serta mana yang kurang efektif. Apa yang telah disampaikan 

oleh beberapa informan di atas, memang tidak ada yang salah. Kita 

kembalikan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Kepala Daerah (Bupati), 

instansi mana yang dipercayakan oleh Bupati untuk menjadi suksesor Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan untuk melanjutkan 

perjuangannya membangun dan mengelola hutan kota pagun benua untuk 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan tentunya. Boleh jadi 

pemerintah daerah Kabupaten Nunukan akan membentuk suatu lembaga 

baru yang dapat diserahi tugas khusus untuk mengurus Taman Hutan Rakyat 

(T AHURA) a tau hutan kota pagun benua tersebut di atas, tentu ini melalui 

pertimbangan-pertimbangan yang matang dan menyeluruh serta sesuai 

dengan kebutuhan daerah. Jika pemerintah daerah merasa tidak perlu untuk 

membentuk suatu lembaga baru yang khusus menangani Taman Hutan Raya 

(T AHURA) dan hutan kota, maka pemerintah daerah cukup menunjuk salah 

satu instansi di daerah yang menangani hutan kota pagun benua Kabupaten 

Nunukan, apakah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). 

Kedua instansi ini memang dipandang cocok dan berkompeten untuk 

mengelola hutan kota serta merniliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan­

kekurangannya masing-masing. Juga keduanya memiliki kedekatan 

kewenangan dengan hutan kota sesuai versi masing-masing, kalau Badan 
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Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dipandang lebih dekat dengan hutan 

kota karena menangani masalah lingkungan hidup dan memiliki tenaga 

teknis kehutanan yang memadai. Sedangkan Dinas Kebersihan, Pertamanan 

dan Pemadam Kebakaran (DKPP) juga dipandang lebih dekat dari aspek 

pengelolaan taman kota, taman rekreasi, dan taman lainnya yang ada 

didalam kota namun tidak memiliki tenaga teknis kehutanan. Penulis sendiri 

lebih merekomendasikan pada Badan Lingkungan hidup Daerah (BLHD) 

yang lebih cocok untuk menangani hutan kota kedepannya. Hal ini 

didasarkan pertimbangan kompetensi tenaga teknis dan untuk pengembangan 

hutan kotanya ke depan. Jadi, berpulang kepada pucuk pimpinan, siapapun 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Bupati untuk menangani hutan kota 

pagun benua kedepannya, harapan kita kondisi dan keberadaan hutan 

kotanya perlu untuk terns dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi 

sebuah hutan kota yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai tujuan pembangunannya, 

berfungsi sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat merasakan 

manfaatnya secara optimal. 

Secara umum analisis penulis mengenai irnplementasi kebijakan hutan 

kota di Kabupaten Nunukan adalah bahwa penyelenggaraan hutan kota di 

Kabupaten Nunukan secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7l/Menhut-III2009 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Hutan Kota. Kalaupun ada beberapa hal yang pelaksanaannya 

terbalik tahapannya ataupun ada tahapan belum dilaksanakan, itu karena 
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Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota belum terbit dan belum ada 

acuan teknis yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun hutan kota pada 

saat itu. Walaupun demikian masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang harus 

diselesaikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, yaitu 

melanjutkan dan memperjuangkan eksistensi hutan kota pagun benua dengan 

menetapkannya dengan Peraturan Daerah (Perda). Karena dengan perda akan 

diatur bagaimana proses perencanaan dan proses pembangunan hutan kota serta 

tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya. 

Tata cara pembangunan hutan kota semestinya diatur dengan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Daerah memuat antara lain tata cara perencanaan 

pembangunan dan tata cara pelaksanaan pembangunan hutan kota. 

Pembangunan hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan 

sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 

P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, memang 

terdapat kelemahannya karena belum ada aturan teknis dari kementerian terkait 

yang dijadikan rujukan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan hutan kota 

pada saat itu. Sehingga pembangunan hutan kota di daerah sebelum terbitnya 

Perrnenhut Nomor : P.71/Menhut-II/2009, diinterpretasi sendiri oleh Kepala 

Daerah melalui instansi teknis yang menangani hutan kota di masing-masing 

daerah. Oleh karena itu sangatlah wajar jika pemerintah Kabupaten Nunukan 

mengalarni banyak kekurangan dalarn pembangunan hutan kota pagun benua ini. 

42530.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



112 

Terlebih lagi karena hutan kota pagun benua belum sampai ke tahap penetapan 

dengan peraturan Daerah. 

Namunpun dernikian, satu hal yang patut kita banggakan adalah 

semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nunukan untuk 

membangun sebuah hutan kota yang letaknya berada di kawasan pengembangan 

kota yaitu di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan tanpa 

acuan yang jelas. sehingga penulis berpendapat bahwa apapun kelemahan dan 

kekurangan yang teijadi dalam pelaksanaan pembangunan hutan kota pagun 

benua ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menjustifikasi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nunukan menyalahi aturan atau pedoman dalam 

penyelenggaraan hutan kota pagun benua, karena aturan yang hams dipedomani 

belum ada atau belum terbit. Jadi walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat 

beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan 

hutan kota bukan berarti hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada, akan 

tetapi hal ini terjadi semata-mata oleh karena belum terbitnya Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Rutan Kota. 

Analisis mengenai aspek pendorong dalam pelaksanaan kebijakan 

pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah aspek Kebijakan 

finansial melalui pengalokasian dana pemeliharaan dan perawatan hutan kota 

pagun benua selalu terakomodir dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

selaku penyelenggara hutan kota. Hal ini merupakan faktor yang mendorong 

penyelenggaraan kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan, walaupun hanya 
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terbatas pada biaya perneliharaan dan perawatan hutan kota saja, narnun hal ini 

rnerupakan bentuk kornitmen pimpinan untuk terns rnenjaga dan rnerawat hutan 

kota pagun benua derni kepentingan serta kesejahteraan rnasyarakat Kabupaten 

Nunukan di rnasa yang akan datang. 

Selain itu aspek dukungan lainnya adalah ketersediaan lahan/areal yang 

relatif luas untuk pernbangunan hutan kota, yaitu seluas 3,9 Ha. Sesuai 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nornor: P.71/Menhut-II/2009 

tentang Pedornan Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 8 ayat (2), luas hutan kota 

dalarn satu hamparan yang kornpak paling sedikit 0,25 hektar. Jadi luas hutan 

kota pagun benua sebesar 3,9 ha yang rnerupakan satu harnparan yang kornpak 

terrnasuk hutan kota yang relatif luas dan sangat potensial untuk dikelola oleh 

pernerintah daerah. Aspek pendorong penting lainnya yaitu aspek dukungan 

rnasyarakat kota Nunukan yang terbilang sangat baik, luar biasa dan rnerupakan 

modal yang sangat berharga bagi Kabupaten Nunukan. Sehingga tiap kegiatan 

yang akan laksanakan di hutan kota, akan selalu rnendapat dukungan penuh dari 

seluruh stakehoulder yang ada. 

Sedangkan aspek pengharnbat kebijakan penyelenggaraan hutan kota di 

Kabupaten Nunukan adalah bukan semata-rnata karena keterbatasan anggaran 

akan tetapi juga karena kurang kuatnya kornitmen Kepala Daerah melalui 

instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Nunukan untuk rnernperjuangkan dan meyakinkan kepada pemangku kebijakan 

dan tim anggaran untuk mengalokasikan anggaran pembangunan hutan kota 

dalam DPA SKPD peyelenggara hutan kota. Apabila Kepala Daerah benar-benar 
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komit pada kebijakan pembangunan hutan kotanya, maka bawahannya juga 

biasanya akan selalu mengikuti apa yang menjadi perintah dari atasannya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa yang menjadi aspek penghambat terbesar dalam 

pembangunan hutan kota di daerah khususnya Kabupaten Nunukan, bukanlah 

keterbatasan anggara, atau bekanlah tinggkat kesuburan tanah!lahan hutan kota 

yang rendah akan tetapi yang memiliki pengaruh terbesar dan menjadi 

penghambat pembangunan hutan kota adalah inkonsistensi kebijakan Kepala 

Daerah terhadap kebijakan hutan kota di daerahnya. 

Mengenai bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam 

mengantisipasi kekosongan kelembagaan yang akan mengelola hutan kota pagun 

benua atau estafet pengelolaan hutan kotanya, menurut keterangan dari para 

informan bahwa sampai dengan saat ini (Mei 2016) belum ada tanda-tanda 

yang jelas lembaga mana nanti yang akan mengelola atau diserahi tugas untuk 

mengelola hutan kota pagun benua ini. Penulis menilai bahwa pemerintah 

Kabupaten Nunukan belum mengambil langkah antisipatif dan terkesan lamban 

dalam bersikap. Analisis penulis bahwa jika hal ini berlarut-larut maka akan 

terjadi kekosongan lembaga pengelola hutan kota pagun benua, di mana 

kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan hanya 

sampai pada waktu penyerahan P3D (personil, pendanaan, peralatan dan 

dokumentasi) yang direncanakan paling lam bat bulan Oktober 2016 ini. Melihat 

perkembangan akhir-akhir ini belum lagi ada pembicaraan antara pemerintah 

Kabupaten Nunukan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyangkut 
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masalah ini, maka penulis yakin akan terjadi kekosongan lembaga pengelola 

hutan kota pagun benua. 

Jika hal ini benar-benar terjadi maka dikhawatirkan hutan kota tidak 

terawat, berantakan dan mungkin saja mendapat gangguan dari masyarakat 

sekitar yang ingin memanfaatkan kayu, ranting, daun dan sebagainya sehingga 

mengancam keberadaan dan keberlangsungan hutan kota pagun benua. Dengan 

demikian hutan kota dapat saja beralih fungsi menjadi areal pemanfaatan lain, 

segala biaya, tenaga dan waktu yang telah dikorbankan untuk hutan kota yang 

cukup besar menjadi mubazir dan sia-sia karena manfaatnya belum dirasakan 

oleh masyarakat secara optimal. 

Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Nunukan sebagai lembaga penyelenggara hutan kota pagun benua saat ini segera 

berbenah dengan meningkatkan kompetensi pengelola hutan kota dan 

mengambil sikap untuk menginisiasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan serta Provinsi Kaltara untuk membicarakan masalah ini, 

sehingga sebelum penyerahan P3D oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sudah ada solusi mengenai masalah ini 

dan hal-hal yang dikhawatirkan mengancam eksistensi hutan kota pagun benua 

tidak menjadi kenyataan. 

Keberadaan lembaga pengelola hutan kota sangat diharapkan agar tidak 

terjadi kekosongan pengelolaan hutan kota dalam waktu yang relatif lama, 

karena masyarakat sangat mengharapkan keberadaan hutan kota tetap 

dipertahankan dan pengelolaannya ditingkatkan. Karena hutan kota selain 
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bermanfaat sebagai paru-paru kota, kesimbangan hidrologi dan klimatologi, 

hutan kota juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan olah raga oleh 

masyarakat Kabupaten Nunukan bahkan dapat dikelola secara profesional 

sebagai destinasi wisata. Hal ini tentu akan mendatangkan rnanfaat dan devisa 

yang besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 
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Berdasarkan basil dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. lmplementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan secara umum 

berlangsung dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Hutan Kota. Kabupaten Nunukan telah membangun dan 

memiliki hutan kota seluas 3,9 Ha, sedang penunjukan lokasi hutan kotanya 

dilakukan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011, 

tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua 

Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha 

Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Meskipun terdapat beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaannya, hal tersebut lebih disebabkan oleh karena 

belum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang hutan 

kota, sehingga belum ada aturan yang dapat dijadikan acuan atau rujukan 

dalam membangun hutan kota pada saat itu. Hal ini menunjukan bahwa 

implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan terlaksana 

dengan baik namunpun belum ada aturan yang menjadi acuan dan rujukan 

pada awal pembangunannya. Satu tahapan dalam penyelenggaraan hutan 

kota pagun benua yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten 

yang hams diselesaikan adalah menetapkan hutan kota pagun benua dengan 
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Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah akan mengatur proses 

perencanaan dan proses pembangunan hutan kota serta tata cara pengelolaan 

dan pemanfaatannya. 

2. Aspek pendorong dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota di 

Kabupaten Nunukan pertama adalah aspek kebijakan pimpinan yang selalu 

mengakomodir pengalokasian dana pemeliharaan dan perawatan hutan kota 

pagun benua dalam DP A Din as Kehutanan dan Perkebunan selaku 

penyelenggara hutan kota. Hal ini merupakan salah satu faktor yang 

mendorong penyelenggaraan kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan, 

walaupun masih terbatas pada biaya pemeliharaan dan perawatan hutan kota 

saja, tetap saja ini menjadi bagian dari aspek pendorong yang merupakan 

wujud komitmen pimpinan untuk terus menjaga dan merawat hutan kota 

pagun benua bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Nunukan di masa yang akan datang. Aspek pendorong lainnya adalah 

ketersediaan lahanlareal untuk hutan kota yang relatif luas, yaitu seluas 3,9 

Ha serta aspek dukungan masyarakat Kabupaten Nunukan yang terbilang 

sangat baik dan luar biasa yang merupakan modal yang sangat berharga bagi 

Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan hutan kota di daerahnya. 

Sedangkan aspek penghambat kebijakan penyelenggaraan hutan kota di 

Kabupaten Nunukan adalah kurang kuatnya komitmen Kepala Daerah 

dalam melaksanakan kebijakan hutan kota di daerahnya. Dinas teknis yang 

menangani hutan kota dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Nunukan kurang sungguh memperjuangkan dan meyakinkan 
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pemangku kebijakan dan tim anggaran untuk mengalokasikan anggaran 

pembangunan fasilitas publik dalam hutan kota pagun benua. 

3. Dengan terbit dan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 berimbas kepada 

kelangsungan dan eksistensi hutan kota pagun benua, yang mana instansi 

penyelenggara hutan kota pagun benua yaitu Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Nunukan akan dilikuidasi. Sebagai akibatnya 

pemerintah daerah Kabupaten Nunukan harus mencari solusi dari masalah 

ini yaitu dengan membentuk suatu lembaga barn yang bertugas khusus 

untuk mengurus Taman Hutan Rakyat (T AHURA) atau hutan kota pagun 

benua. Jika tidak, maka pemerintah daerah harus menunjuk salah satu 

instansi di daerah untuk menangani hutan kota pagun benua Kabupaten 

Nunukan, antara Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). Karena kedua 

instansi ini dipandang cocok dan berkompeten untuk mengelola hutan kota 

pagun benua, agar menjadi sebuah hutan kota yang benar-benar bermanfaat 

bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai tujuan 

pembangunannya, berfungsi sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat 

merasakan manfaatnya secara optimal di masa yang akan datang. 

B. Saran 

1. Untuk menjadikan hutan kota pegun benua menjadi sebuah hutan kota yang 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai 

tujuan pembangunannya, berfungsi sebagaimana mestinya dan manfaatnya 
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dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan secara optimal di 

masa yang akan datang, maka fasilitas-fasilitas umum dan sarana rekreasi 

serta sarana pendukung lainnya wajib dibangun di dalam hutan kota pagun 

benua. Selama belum ada fasilitas umum dibangun dalam hutan kota maka 

selama itu pula keberadaan hutan kota belum memberi manfaat langsung 

kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Kompetensi pengelola juga 

sangat perlu diperhatik:an dan ditingkatkan dan struktur pengelolaan secara 

terintegrasi. 

2. Status hutan kota pagun benua sebaiknya segera dipermanenkan atau 

ditetapkan dengan perda. Oleh karena itu pihak penyelenggara hutan kota 

dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan atau 

instansi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pengelola hutan kota pagun 

benua, sebaiknya segera mngusahakan dan mengupayakan proses penetapan 

hutan kota dengan Peraturan Daerah (Perda), karena dalam perda akan 

diatur pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Dengan 

demikian eksistensi dan pengembangan hutan kota pagun benua tetap 

terjamin dan meningkat. 

3. Kepada Kepala Daerah yang memtmpm Kabupaten Nunukan melalui 

instansi teknis terkait sebaiknya merubah kebijakan hutan kota yang 

sebelurnnya lebih fokus kepada pembangunan fisik hutan kotanya menjadi 

lebih fokus pada regulasinya yaitu dengan membuat perda tentang hutan 

kota. Tujuan pembangunan hutan kota diubah dari sekadar sebagai paru­

paru kota atau keseimbangan ekosistem lingkungan menjadi destinasi wisata 
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kota/ Kabupaten Nunukan, ini pasti sangat menarik dan akan mendapat 

dukungan dari berbagai elernen rnasyarakat. Dengan demikian maka untuk 

membangun hutan kota berikutnya sudah ada aturan yang menjadi panduan, 

baik dalam pembangunan hutan kotanya maupun dalam pengelolaannya. 

Sernangat untuk mernbangun hutan kota tetap dipertahankan dan 

ditingkatkan, karena merupakan bagian dari komitmen untuk melaksanakan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten 

Nunukan. Menggalakan pembangunan dan mengembangkan hutan kota 

sebanyak-banyaknya sesuai dengan RTRW Kabupaten, baik pada tanah 

Negara maupun pada tanah hak, terutama lahan-lahan tidur dan terlantar 

lainnya yang belum tergarap oleh pemiliknya supaya Kota/Kabupaten 

Nunukan menjadi kota yang asri, teduh, indah dan nyaman. Terutama untuk 

kota dan kelurahan/desa yang berada di pulau Nunukan dan Sebatik, karena 

pulau ini merupakan pulau kecil dan rawan dari kekeringan, instrusi air laut 

dan bencana alam lainnya. Untuk mencegah hal tersebut maka seluruh ruang 

terbuka hijau yang belum dikelola secara optimal dengan ditanami 

pepohonan atau tanaman hias lainnya dan dikelola sedemikian rupa 

sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 

Kabupaten Nunukan 
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BUP ATI NUNUKAN 

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR ,S, ··TAHUN2011 

TENTANG 

126 

PENUNJUKAN RUTAN KOTA PAGUN BENUA 
KELURAHAN NUNUKAN SELAT AN KECAMA TAN NUNUKAN SELA TAN 

SELUAS 3,9 Ha SEBAGAI RUTAN KOTA DI KABUPATEN NUNUKAN 

Menimbang 

BUP ATI NUNUKAN, 

a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 
dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang 
dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, 
karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta 
dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi 
generasi sekarang maupun generasi mendatang; 

b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan 
sumber kamakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena 
itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya 
dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, 
bij~ terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat; 

c. bahwa hutan kota adalah suatu bam.paran laban yang bertumbuhan pohon­
pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada 
ianah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh 
pejabat yang berwenang yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga 
iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan 
keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung 
pelestarian keanekaragaman bayati Indonesia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati 
Nunukan tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan 
Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha sebagai 
Hutan di Kabupaten Nunukan; 
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
A1am Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4413) sebagaimana telali diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401); 

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nunukan, K.abupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, K.abupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2000 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indpnesia Nomor 3962); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali ~ dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubStum Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negrara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
R.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintaban Antara Pemerin~ Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah K.abupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan ·Lembaran ·N~gara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 28 Tahun 2003 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten 
Nunukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 
46 Seri D nomor 25 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten 
Nunukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 
23 Seri D nomor 09 ). 

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P71/Menhut-II/2009 tentang 
pedoman Penyelenggara hutan Kota ( Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 ). 

MEMUTUSKAN : 

Menunjuk Hutan Mangrove Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan 
Nunukan Selatan Seluas 9,4 Ha Sebagai Kawasan Pengelolaan Hutan 
Mangrove Dan Satwa Lainnya Di Kabupaten Nunukan; 

Penunjukan Lokasi ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi hutan 
mangrove yaitu fungsi ekologis sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, 
mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air 
laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan 
berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga, 
sebagai pengatur iklim mikro dan fungsi ekonomis sebagai penghasil 
keperluan nunah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan 
makanan, obat-obatan), pengbasil keperluan industri (bahan baku kertas, 
tekstil, kosmetik, penyamak kulit, pewarna),penghasil bibit ~ nener 
udang, kepiting, kerang, mad14 dan telur burung, pariwisata, penelitian, dan 
pendidikan; 
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KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan; 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Nunukan 
pada. ~ggal 27 A)rll 2011 

/ 
ACHMAD 

Temlugaa disaatpailum keoada Yth; 
1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta 
2. Gubemur Kalimantan Timur di Samarinda 
3. Ketua DPRD Kabupaten N\lllukan eli Nunukan 
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda 
5. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan 
6. Kepala 8adan P"erencanaan P"embangunan Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan 
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan 
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan di Nunukan 
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Nunukan 
10. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten NunUkan 
11. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan 
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan di Nunukan 
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan 
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan 
15. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunllkan di Nunukan 
16. Camat Nunukan Selatan di Sedadap 
17. Lurah Nunukan Selatan di Sedadap 
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PETA 
PENUNJUKAN HUTAN KOTA PAGUN BENUA 

KELURAHAN NUNUKAN SELATAN 
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN SELUAS 3 9 Ha 
SEBAGAI HUTAN KOTA Dl KABUPATEN NUNUKAN 

" ·+· s 

50 25 50M 

Skala : 5.000 

r-------------------~~--------J~ KETERANGAN: 
(") 
~ Jaringan Jalan 

117•42'30"E 

Jaringan Sungai 

D Lokasi Hutan Kota Pagun Benua 

CJ Pulau Nunukan 

PETA SITUASI 
Skala 1 : 250.000 

Sumber Peta : 
1. Peta Administrasi Kabupaten Nunukan Skala 1 : 250.000 
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 

di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 
(SK Menhut No. : 79/Kpts-1112001) Skala 1 : 250.000 

BUPATI NUNUKAN 

H. ABDUL HAFID ACHMAD 
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Lampiran. 3 

Rekapan Hasil Wawancara 

Basil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditetapkan dalarn 

metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Informan 1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan 

Bpk. Ir. Yopie F. Wowor 

I. Pengertian hutan kota rnenurut saya adalah suatu harnparan lahan yang 

bertumbuhan pohon-pohon yang kornpak dan rapat di dalam wilayah 

perkotaan, baik pada tanah negara rnaupun tanah hak yang ditetapkan sebagai 

hutan kota. Hutan kota sangat penting untuk diselenggarakan karena rnerniliki 

banyak rnanfaat dan kegunaan bagi kehidupan manusia dan satwa. 

2. Tujuan pernbangunan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan 

keseimbangan ekosistern perkotaan yang rneliputi lingkungan hidup, sosial 

dan budaya. Misalnya untuk pelestarian plasma nutfah terutama jenis ulin, 

agar kelak anak-anak sekolah tidak kesulitan untuk melihat jenis tanaman ulin 

yang merupakan jenis kayu kelas a wet dan kuat 1, yang adalah jenis asli 

daerah ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah sebagai tempat tinggal 

bagi satwa liar seperti rnoyet panjang hidung (bekantan) yang ada disekitar 

hutan kota. 

3. Fungsi dan manfaat hutan kota antara lain adalah untuk keindahan kota, agar 

kota kelihatan hijau, untuk pendidikan anak-anak sekolah terutama jurusan 

biologi dan anak-anak prarnuka, rnengurangi peningkatan suhu udara, 
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